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Inflasi mulai meningkat tajam melampaui batas psikologis sebesar 
dua digit atau melebihi 10 persen per tahun. Meskipun demikian, 
kenaikan inflasi tersebut belumlah dapat dikategorikan sebagai 
hiperinflasi. Tetapi, tidak mustahil hiperinflasi menimpa 
perekonomian kita jika kebijakan-kebijakan susulan yang ditetapkan 
tidak efektif. 
Jumlah pengangguran juga makin meningkat. BPS menyebutkan 
pengangguran terbuka diperkirakan 11,6 juta orang atau 10,84 
persen dan diperkirakan makin meningkat. 

Pertumbuhan ekonomi belum dapat diharapkan. Diperkirakan 
pertumbuhan ekonomi selama kurun waktu 2005 hanya tumbuh 5 
persen dan makin melambat pada triwulan pertama 2006 akibat 
adanya tekanan inflasi yang makin menghebat. 

Dari sisi moneter, tekanan yang berat menanti pula. Berbagai mata 
uang Asia kembali melemah pada awal November 2005. Ini terkait 
dengan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (Fedral Reserve) yang 
segera menaikkan tingkat bunga untuk menekan inflasi di dalam 
negeri. 

Kebijakan kenaikan harga BBM diambil dan nasi telah menjadi 
bubur. Pembatalan kenaikan harga BBM bukanlah alternatif terbaik. 
Penurunan harga BBM dalam negeri masih sangat bergantung 
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perkembangan harga BBM dunia dan sampai kini harga BBM dunia 
belum turun signifikan. 

Solusi pemecahan masalah merupakan alternatif yang lebih produktif 
dibandingkan berdebat mengenai apakah kebijakan yang dilakukan 
tersebut salah atau benar. Berbagai dampak kenaikan harga BBM 
adalah masalah nasional. Terdepresiasinya kurs rupiah terhadap 
dolar Amerika, makin tingginya inflasi dan meningkatnya tingkat 
bunga, termasuk persoalan perbankan merupakan masalah yang 
harus diselesaikan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. 

Sedangkan makin bertambahnya pengangguran, menjaga 
kepercayaan dan mengundang investor, meningkatkan ekspor, 
mencari tambahan pendapatan negara, memberantas teroris, 
menstabilkan kondisi politik dan berbagai masalah pelik lainnya 
merupakan tugas pemerintah pusat melalui institusi-institusi 
nasional. 

Tak terkecuali, pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota pun sangat mengkhawatirkan terjadinya 
peningkatan pengangguran di daerahnya, hengkangnya investor dari 
daerah, turunnya ekspor dan turunnya pendapatan daerah serta 
permasalahan lain di daerah, akibat kebijaksanaan menaikkan harga 
BBM. 

Namun yang terlihat sementara ini, peran Bank Indonesia dan 
pemerintah pusat lebih dominan mengatasi berbagai dampak 
kebijakan yang diambil tersebut. Kebijakan dan langkah-langkah 
pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota belum terlihat jelas. 

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter sibuk melakukan langkah-
langkah kebijakan uang ketat (tight money policy) dengan dengan 
menaikkan suku bunga BI rate dan menaikkan suku bunga SBI. 

Di sisi lain, pemerintah pusat telah melakukan berbagai kebijakan 
untuk mengurangi dampak kebijakan yang diambil, bantuan 
langsung tunai (BLT) yang digulirkan. Dari sisi fiskal pemerintah 
mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Perpajakan, yaitu RUU 
Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Petambahan Nilai (PPN) serta 
Pajak Pertambahan Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk 
memberikan kepastian bagi dunia usaha memenuhi kewajibannya. 
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Dari perdagangan, pemerintah menurunkan biaya penanganan peti 
kemas (terminal handling charge). Demikian pula dengan pembayaran 
bill of leading atau surat muatan yang sebelumnya dibayar dengan 
dolar AS diubah dan dapat dibayar dengan rupiah dan nilainya pun 
diturunkan. 

Bagaimana dengan kebijakan yang telah dan akan dilakukan pemda 
untuk mengurangi dampak kenaikan harga BBM dan ikut 
mendukung kebijakan yang diambil pemerintah pusat? Contoh yang 
paling sederhana adalah carut-marutnya pembagian kartu 
kompensasi bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin. 
Terlihat, kurang adanya kerja sama yang sinergis antara BPS dan 
pemda, sehingga pada akhirnya dalam satu kabupaten atau kota 
munculah ribuan orang-orang miskin baru. 

Kebijakan apakah yang dilakukan pemda untuk mengantisipasi 
dampak kebijakan uang ketat yang dilakukan Bank Indonesia? 
Apakah pemda telah memikirkan berbagai langkah untuk membantu 
perbankan untuk menjalankan fungsi intermediasinya kepada 
masyarakat. Usaha-usaha apa yang akan dilakukan agar masyarakat 
di daerahnya tidak ikut memburu dolar? Insentif-insentif apa yang 
harus diberikan kepada pengusaha daerah agar mereka tetap 
bergairah untuk berproduksi dan mau menanamkan dananya 
kembali kepada daerah? Apa langkah-langkah pemda untuk 
mengantisipasi kenaikan tarif barang-barang publik (tarif listrik 
misalnya) tahun depan? 

Tidak satu pun daerah yang mau berkorban mengurangi pungutan-
pungutan retribusi untuk mengurangi beban pengusaha. Terlalu 
banyak retribusi yang dipungut di berbagai jalan di daerah Lampung 
selama 24 jam nonstop. Jika konsisten mencipatkan iklim investasi 
yang kondusif, pemda dapat mengeluarkan peraturan yang tidak 
terlalu membebani pengusaha. 

Keefektifan suatu kebijakan pemerintah pusat sangat bergantung 
bagaimana pemda dan institusi-institusi di daerah merespons 
kebijakan itu dengan lebih kreatif dan inovatif serta bertanggung 
jawab untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Pemda seharusnya merencanakan dan memiliki pula berbagai 
kebijakan untuk mendukung atau meminimalisasi dampak kebijakan 
pemerintah pusat. Kebijakan tersebut ditetapkan terkoordinasi 
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antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. 
Berbagai kebijakan tersebut diumumkan dan diketahui masyarakat, 
sehingga masyarakat dapat melihat apakah kebijakan yang 
ditetapkan tersebut sejalan dan sinergis dengan kebijakan nasional. 

Selaras dengan hal tersebut sudah saatnya Pemerintah Provinsi 
Lampung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mengakhiri 
konflik yang berkepanjangan. Penderitaan masyarakat makin 
meningkat dengan makin tingginya inflasi. Carilah solusi-solusi 
kebijakan secara sinergis untuk menurunkan inflasi di daerah ini 
yang merupakan inflasi tertinggi di Indonesia. Bukankah pengalaman 
kita mengajarkan jika terjadi hiperinflasi, secara alamiah akan 
meruntuhkan kekuasaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


